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BUPATI BARITO UTARA
FROVINSI EALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN ATAS PENERIMAAN HIBAH OLEH SATUAN KERJA
PERANGEAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Memimbang : a. bahwa sebagan tindak lanut Interpretasi Pernvataan Standar

Mengingat

2 1

Akuntansi Pemerintahan 02 serta untuk terttb administrasi
pengelolaan hibah yang diterima oleh Satuan Kerja Peranglkat
Daecrah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perlu
menctapkan mekanisme pelaporan atas penerimaan hibah oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara;

bahwa mekanisme pelaporan atas penerimaan hibah oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerash di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Utara sebagaimana dimaksud pada hural a, perlu
ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820y, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |l Tanah Laut, Daerah Tingkat I
Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang MNomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

iLembaran MNegara Republik Indonesia Tehun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Megara (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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12:

13.

14.

Menetapkan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubgh terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indaonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambshan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor S6749);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan

Reuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomuor 4578);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemernntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomear 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubshan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 {entang
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nemor 3 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Permmerintahan Nomor 1 sampai
dengan 14;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAPORAN
ATAS PENERIMAAN HIBAH OLEH SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGEUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan @

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;

2, Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penvelengraraan Pemenntahan Dacrah;



4, Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjuinya disingkatl SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
selaku pengpuna anggaran pengeuna barang,

5. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan hibah baik berupa barang maupun
uang kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yvang selanjutnyva disingkat SKPED
adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito
Utara;

BAE II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur
sistem dan prosedur pelaporan pendapatan hibah baik barang maupun uang yang
berasal dari pihak ketiga.

Pasal 3

(1) Pendapatan SKPD vang berasal dan penerimaan :
a. pajak Dacrah;
b. retribusi Dacrah; dan
c. hibah dari pihak lain.

{2) Sclurubh penermmaan SKPD vang berasal dan Hibah pihak lain scbagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf ¢ berupa;
a. uang; dan
b. barang,

[3) Penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (2] merupakan pendapatan
daerah dan dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan
Hibah.

Pasal 4

{1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan kecpada
SKPKD,

{2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2] vang diterima oleh Unit
Pelaksana Teknis vang berada di bawah SKPD wajib dilaporkan kepada SKPD
induknya dengan tembusan kepada SKPKD.

{3) Perolehan barang atau aset tetap vang berasal dar penerimaan schagaimana
pasal 3 ayat (2], baik yang diterima oleh SKPD maupun Unit Pelaksana Teknis
yvang berada di bawah SKPD wajib dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB)
oleh Unit Pengelola Barang (UPB) yang bersangkutan dan dilaporkan kepada
Pembantu Pengelola Aset Daerah, dalam hal ini Kepala Bidang Aset DPPKA.

(4] Mekanisme pelaporan dan aluntansi penerimaan hibah dari pihak ketiga
schagaimana dimaksud avat (1), (2) dan (3) adalah  sebagaimana lercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,



[ 4 BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dll:lapkan di Muara teweh
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Diundangkan di Muara Tewch
~ Pﬂda t,a_nggal 23 Pesmber 2pl5

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NUME!R.._ﬂ.t_..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. FAKH AUZI, MH
NIP.19710921 199803 1 004



LAMPIAN ¢
FERATURAN ILIFAT) BARTICH UTARA

womMon 4 TAHUN 20LE

WAFKARESAHE FELAPCAN ATAS PERFRIMAAN RIBAH DUEN SATUAN KDELL
EERANGEAT DAELAH TH LINGEUMGAN PEMERINTAH KABUSATEN SARFTD UTARA

A. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH UANG OLEH SKPD

PIHAK LAIN SKPD DPPKAD
{Pemerintah/Pomda Lain/Fihak
Katiga)
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B. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH BARANG OLEH SKPD

PIHAK LAIN SKPD DPPKAD
(Pemerintah/Pemda Lain/
Pihak Ketiga)

1. PERNDAPATAN HIRAH
2 kis




€. BAGAN ARLS PENERIMAAN HIBAH UANG CLEH LINIT PELAKSANA TEEMIS SKPD

PIHAK LAIN UNIT PELAKSANA TEENIS 5KPD SKPD INDUEK DPPEAD

Lainy/Pituk Ketiga)
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D. BAGAN ARUS PENERIMAAN HIBAH BARANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

PIHAK LAIN
(Pemeriotab/Pemdatainy | T PELMGANATERNIS)  oxpp iNDUK DPPKAD
Plhak Ketiga) SKPD

FTERABLSAN




Penjelasan atas Bagan Arus Penerimaan Hibah pada Lampiran AB,C dan D
adalah sebagai berikut:

1

Schelum SKPD atuu Unit Pelaksana Teknis SKPD menermea transfer hibah berbentuk uang
dari Pihak Lain (Pemerniah Pusat, Pemda Lain atau Pihak Ketga), misalnva Sekolah
menerima dana BOS darl Pemerintah Provins, penenma wajib memboka rekening bank untuk
menampung dina hibah tersebul sehagai akun Kas Lainnya di Nemes dan melaporkannya ke
Bendahara Umum Daerab (BUT),

Terhadap penerimaan hibah vang tersebut, SKPD atay Unit Pelaksana Tekniz SEPD penerima
harus mencatal sehagai Pendapatan-L0, dengan membuat jumnal sebapai berikut:

Is;ulminﬂs Debet (Rp) Kredit (Rp)
| L1.1.O5Sxx HEN
[ 8.3 Lxwxx

Ulratan
Fas Lunnyvs
Pendapatan Hibah -1LO

XXX

3. Terhadap uang dari hibah tersebut, apahila digunakan untuk operasional (belanja barang dan

fasa) maka harus dibuat jumnal sehaga berikut:

Akun Uraian Bebet (Rp) Kredit (Rp)
1. 2x0xx | Beban Barang dan Jusa ....(sesuai rincian) | xxx
11105 xx Kas Lainnyva KMX

Sedangkan apabila digunakan untuk membeli‘mengadakan Aset Tetap, harus dibuat jurnal

sebagai berikur

Adeun 1 rmsan Debet (Rp) Eredit (Rp)
L3xoo0xx | Aset Tetap ... (sesusi rincian aset ybs) XXX

11005 5% Kas Lainnva HNA

Aset Tetap hasil perolehan tersehut harus dicatat pada Kortu Inventaris Barang (KIB) vang

Apabila SKPD atau Unit Pelaksana Teknis SKPD menerima hibahberbentuk barang, jurnal
yung harus dibuat sebagai berikut;

Akun Uraian Debet (Rp) | Kredit (Rp)
LAk | Aset Tetap ... (sesuai_rincian aset ybs) KEX
§.3.1xx.xx | Pendapaion Hibah -LO | XX

Selain ftu Asel Tetap vang diperoleh harus dicatat pads Kartu Tnventars Barang (KIB) vang
sesual.

. Laporan atas selorub penerimaan hiboh, baik vang berbentuk wing muupun barangdan

penggunaannya uniuk belanja/perolehon barang din josa moupun aset telopbesertn Kartu

Inventaris Barang (KI1B) wajib dilakukan oleh:

a. Kepala SKPD, apabila penerima hibah adalah SKPD, kepada kepala DPPEAD.

b, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKPD, apabila penerima hiboh adatah Unit Pelaksana
Teknis SKPD, kepada kepala SKPD induk dengan tembusan kepada kepala DPPEAD,
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6. Laporan tersebut wajib disampaikan tiap triwulan paling lamba
. t tanggal 15
bulan berikutnya dengan menggunakan format pada Lampiran 5.




